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2.1 Tinjauan Perpajakan
2.1.1 Pengertian Perpajakan
Pengertian perpajakan sangat beragam. Salah satunya dikemukakan
oleh Rochmat Soemitro 20 1;01):

Pajak adalah furan rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-
undang (yang dapai dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal
balik (kentraprestasi) vang langsung dapat ditunjukkan dan
digunakan untuk membayar pengeluaran unum.

Pengertian pajak tersebut kemudian disempurnakan, menjadi:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas
Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya
digunakan untuk membiavai public saving yang merupakan sumber
utama untuk membiayai public investment,

‘Sedangkan pengertian pejak menurut 5.1 Djajadiningrat (2011;01):

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan scbagian dari kekayaan
ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan
perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan
sebagai hukuman, menwrut peraturan yang ditetapkan pemerintah
serta dapat dipaksakap, tetapi tidak ada jasa timbale balik dari
Negara secara langsung, untuk memelibara kesejahteraan umum.

Berbeda lagi dengan N.J. Feldmann (2011;02) yang mengatakan bahwa:
Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang
kepada penguasa (menmwrut norma-norma yang ditetapkan secara
umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunkan
untuk menutup pengeluaran-pengeluaran wmum.

Pengertian Pajak mwenurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

tentang Ketentuan Umura Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah
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Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Ketentuan Umur Dan Faia Cara Perpajakan (UU KUPY adalah
Pajak adalah kostribusi wajib kepada negara vang terutang oleh orang
pribadiatau badan wvang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

Dengan banyuknys pengertian pajak yang dikemukakan diatas, dapat
ditarik kesimpuia bal:wa pajak vaitu iuran yang dipaksakan oleh pemerintah

kepada rakyat untuk membiayai pengeluaran umum namun balas jasanya

tidak dapat dirasakan fangsung pada saat pembayaran pajak.

2.1.2 Ciri-ciri pajak
Berdasarkan pengeriian perpajakan diatas, maka dapat dilihat beberapa
ciri yang melekat pade pajak (2011;02) antara lain:
I. Pajak dipungu: berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang
serta aturan pefaksansannya.
2. Dalam pembavaran  pajak tidak dapat  ditunjukkan adanya
kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh WNegara baik Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah

yang apabila terjadi suplus maka dapat digunakan untuk membiayai

public invesiment.

P T e A A

Y




2.1.3 Fungsi Pajak

Pemerint:h  memiliki - kebijakan  dibidang  perpajakan  yang
digunakan untuk pengambilan keputusan dalam sektor ekonomi yang
berpengaruh pads proscs pembangunan. Pemerintah membuat kebijakan ini
agar negara lidak mengalami penurunan ekonomi dan masyarakat hidup
dalam kesejahteraan ckonomi.
Menurut Siti (201 1;03), fungsi pajak dibagi menjadi dua antara lain:

I. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk
membiayal pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, Sebagai
sumber lcuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang
sebanyak-hanvaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh
dengan cara ckstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak
melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak
Penghasilen (FPPh), Pajak Periambahan NMilai (PPN), dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi Mengatur {Regulerend)
Pajak sehagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-

tujuan tertentu di fuar bidang keuangan.
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2.1.4 Svarat Pemungutan Pajak
Untuk menghindar hambatan dalam pemungutan dan perlawanan pajak.
maka menurut Waluyo (2008:20) pemungutan pajak harus memenuhi syarat
sehagai berikut:
1. Pernunguian pajak harus adil (svarat keadilan)

Sesuai dengan wwjuan hukum. vakni mencapai keadilan. Undang-
undang dan pelaksaan pemungutan harus adil. Adil dafam
perundang-undangan diantaranva mengenakan pajak secara umum
dan merata, scria disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
Sedang zdif dzlam pelaksanaannva yakni dengan memberikan hak
bagi wajib pajak untk mengajukan keberatan, penundaan dalam
pembayarar: dan mengajukan banding kepada pertimbangan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis).
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal im
memberikan juminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik
negara maupun warganya,

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan
produksi maupun  perdagangan, schingga tidak menimbulkan

kelesuan perekonontan masyarakat,
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4. Pemungutan pajak harus efisen (syaral finansial)
Sesuai fungs! Audeerair . bizva pemungutan pajak harus dapat
ditekan sehiingga lebih rendah deri hasil pemungutannya
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistemn  perumgulan  sederhana akan  memudahkan  dalam
mendorony masvarakat untuk memenuhi kewajiban perpajaknnya.

Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru,

2.1.5 Sistem Pernungutan Pajak
Sistem  pemungutan pajak i Indonesia  bermacam-macam.
Perbedaan dalam sisteny ind terlibat jelas dalam siapa yang memungut pajak
yang di mulai dari menghitung, melaporkan dan membayar pajak itu sendiri
(Subjeknya). Menurut Siti (2011:11) sistem pemungutan pajak di Indonesia

dibagi menjadi tiga anara lain:

1. Official Assessement System
Sistem pemungutan pajak ini memberikan kewenangan kepada
aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang
terutang sctisp  zhunnya  sesual  dengan peraturan perundang-
undangan perpajakan vang berlaku. Dalam penerapan sistem ini,
inisiatif seria kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya

berada ditangan aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau
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tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada
aperatur parpajakan (peran dominan ada aparatur perpajakan).
Self Assessiaers Svstem

Penerapan dalant sistem ini memberikan kewenangan sepenuhnya
kepada Wzjib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang
tarutang  setiap  tahannya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan vang herlaku. Dalam sistem ini, inisiatif’ serta kegiatan
menghiturg dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib
pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu
memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku. dan
mempunyai kejujuran  yang tinggi, serta menyadari akan arti
pentingnva membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib pajak diberi
kepercayaan untuk:
a. Menghitung sendiri pajak yang terutang
b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
c. Membayvar sendir jumlah pajak yang terutang
d. Melaporkan sendirl jumlah pajak yang terutang
e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan
pajak banyak tergantung pada Wajib pajak sendiri (peranan dominan

ada pada Wajib pajak).
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3 With Holding Sysicin

Sistern i memberikan kewenangan kepada pihak Ketiga vang
ditunjuk untak menentkan besarmya pajak vang terutang oleh Wajib
Pajak  sesval dengan undang-undang perpajakan  yang  berlaku.
Penunjukkon pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-
undangan perpajakan, kepuiusan presiden,dan peraturan lainnya
untuk memotong  dan memungut  pajak,  menyetor.  dan
mempertangguagiawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia,
Berhasil stau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak  banyak

tergantung pada pihak ketiga vang ditunjuk.

2.1.6 Jenis-jenis pajak
Pajak menurut jealsnya dikelempokkan menjadi tiga, antara lain
menurut golongan. menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.
Jenis-jenis pajak menurut Mardiasmo (207 1;05) antara lain:
I. Menurut Gelongan
a. Pajak Langsung, vailu pajak yang harus dipikul sendiri oleh
Wajib pajak dan tidak dapat d¢ibebankan atan dilimpahkan kepada
b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhimya dapat
dibebankan aiau dilimpabkan kepada orang lain.Contoh: Pajak

Pertambahan dilai.
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2. Menurut Sifatava

a. Pajak =ubjeknf, vaitu pajal vang berpanghkal atau berdasarkan
pada subjeknva. dalam arti memperhatikan keadaan dirt Wajib
pajak. Contoh: Pajzk Penghasitan.

b. Pajak Objektif. yaitu Pajak yang berpangkal pada objeknya. tanpa
memperhaiikan keadaan dirt Wajib pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Baranz Mewah.

3. Menurut Lembaga Perzungutannya

a. Pajak PPusiet (Pajak Negara), adalah pajak yang dipungut oleh
Pemeridali Pusal dan digunakan vntuk membiayai rumah tangga
Negara.
Contoit: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak
Penghasilan atas Barang Mewal, dan Bea Materai.

b. Pajak Dacrah, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah
Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak daerah terdirt atas:

1) Pajak Provinsi (Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan
Bakar kendaraan Bermotor).

2) Pajak Kabupaten Kota (Pajak Hotel.,Pajak Restoran, dan

Pajak Hiburan).
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2.2 Tinjauan Pajak Penghasiian
2.2.1 Pengertian Pagak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) menurut Siti (2011:74) adalah pajak yang
cikenakan terhadap subjek Pajak atas penghasilan vang diterima atau
ciperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Selain itu. Pajak Penghasilan (PPh) juga disebut Pajak Negara yang
dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis, yang diterima
atau diperoleh Wajib Fajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari

luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah

kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

2.2.2 Subjek Pajak

Subjek Pajak menurut Siti (2011:75) adalah segala sesuatu yang
mempunyai potensi untul memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran
untuk dikenakan Fajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Penghasilan di
Indonesia mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Subjek Pajak
barkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya daam tahun
pajak. Subjek Pajuk skan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima
atau memperoleh penghasilan sesvai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Jika Subjek Pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun

subjektif maka discbut "Wajib Pajak. Pasal | UU No. 16 Tahun 2000 tentang
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KUP menvebuthan batvwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan vang

menurut  keteniwan  peraturan prundang-undangan  perpajakan  ditentukan

untuk melakukan keaasiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan

pemotong pajak tereniu,

Berdasarkar Pasal 2 avat 1 UU No. 36 Tahun 2008, Subjek Pajak

dikelompokkan sebagai berikut

E\)

[¥5]

Subjek Pajuk Orang Pribadi

Yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. orang
pribadi vang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan
puluh tiga) har: dalam jangka walktu 12 (dua belas) bulan, atau orang
pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan
mempunya: niat vatuk bertempat tinggal di Indonesia,

Subjek Paigk warisan yang belum terbag!

Yaitu werisen dari sesecrang yang sudah meninggal dan belum
dibagi teiapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu
dikenakan pajak.

Wajib Pajak Badan

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia,
kecuali unit tertentu dari badan peinerintah yang memenuhi kriteria:
a. Pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan

b. Pembiavaannys bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Dacrah
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c. Penerimaznnsa dimasukkan dalam Anggaran Pemerintah Pusat
atau Pemertntah Dacrab

d. Pembukuaanva diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional

<

A

I

Negar
4, Subjek Pajak Bentuk Uisaha Tetap
Bentuk ilsaha Telap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh
orang pribadi vang tidak beriempat tinggal di Indonesia, orang
pribadi vang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan
puluh tign) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan
yang tidak didirikan den tidak bertempat kedudukan di [ndonesia
antuk menialaakan usaha atay melakukan kegiatan di Indonesia, yang
dapat berupa:
a. Tempat kedudukan manajemen
b. Cabang perusahaan
¢. Kantor perwakilan
d. Gedunz kantor
e. Pabrik
f. Bengkel
g. Gudang
h. Ruang untuk promosi dan penjualan
i. Pertambanrgan dan penggalian sumber alam

j. Wilayah kerja pertambangan minyak gas dan bumi
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k. Perikaran. peternakan. pertanian. perkebunan. dan kehutanan

I. Proyeik konstruksi, mstalasi, atau proyek perakitan

m. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang
lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam
jangka waktu 12 {dua belas) bulan,

n. Orang atau hadan vang bertindak selaku agen yang berkedudukan
tidak bebas

0. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan
dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima
premi asuransi atay menanggung resiko di Indonesia.

p. Komputer atan agen clcktronik, atau peralatan otomatis yang
dimitiki, disewa atau digunakan oleh penyelenggara transaks

elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

2.2.3 Penghasilan Tidak Termasuk Subjek Pajak
Yang tidak termasuk Subjek Pajak berdasarkan Pasal 2 UU No.36
Tahun 2008 adalal:
1. Kantor perwakilan Negara asmg
2. Pejabat-pejubat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-
pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang diperbantukan
kepada mereks vang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-

sama mereka dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di
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Indonesia tidak menerima atau memperoleh  penghasifan di uar
jebatan  au  pekerjaannya  tersebut serts  Negara bersangkutan

mermberikan pertakuan timbal balik

o

. Organisasi-organisasi internasional dengan svarat Indonesia menjadi
anggota organisasi kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari
indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang
dananya berasal dari iuran para anggota

4. Pejabat-pe’abat  perwakilan organisast  internasional sebagaimana

d:maksud nomor 3 (tiga) dengan syarat bukan warga Negara Indonesia

dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lamn untuk
memperoleh penghasitan dari Indonesia. Organisasi internasional yang
tidak termasuk Subjek Pajak sebagaimana dimaksud nomor 3 (tiga)
ditetapkan dengan Kepuwsan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK

03/2008 yeng dapat dilihat dalam lampiran.

2.2.4 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan menurut Siti (2011:79) merupakan segala
s:suatu {barang, jusa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek
pajak penghasilen, vaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang
diterima atan diperoleh Wajib Pajak, baik vang berasal dari Indonesia

maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau
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menampah kekuvaan Wajib Pajak vang bersangkutan dengan nama dan
dalarn bentuk apapun
Dilihat mengalimya tambaban kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak.
penghasilan dapat diksiompokkan menjadi:
I. Penghasiian dari pekerjaan delam hubungan kerja dan pekerjaan
bebas seperti geii. honorarium, penghasilan dari praktik dokter,

notaris, akivaris, akuntan. pengacara, dan sebagainya

b

Penghasiien dari usaha dan kegiatan

Penghasilan dari moedal, yang berupa harta tak gerak, seperti bunga,

[F5]

dividen, rovalii, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang
tidak dipergunakan untul usaha dan

4, Penghasiian lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

2.2.5 Penghasilan Termasuk Objek Pajak
Berdasar pasal 4 UU) Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang
tzrmasuk Objek Pajak adalah:

1. Penggantizn uang atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa
yang diferimz atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium,
komisi, bonus. gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk
lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
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Dalam pengertian hadiah termasuk hadiah dari undian, pekerjaan, dan

kegiatan sepert: hadiah undian, tabungan, hadiah dari pertandingan

olahraga dan ‘zin sebagainya. Yang dimaksud dengan penghargaan

adalah imbalan vang diterima schubungan dengan penemuan benda-

benda purbakala.

3, Laba usahs

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk;

4.

Keuntunzsn  karcna engalihan harta kepada perseroan,
o i
persehutuan. atau badan lainnya sebagai pengganti saham atau

penyeriaan modal

. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham.,

sekutu, atzu anggoia yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan
badan lamnya
Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan,

pemekaran,  pemecahan,  pengambilalihan  usaha,  atau

reorgenisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.

. Keuntungan karena peralihan harta berupa hibah, bantuan, atau

sumbengan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah
dalam garis kesatvan lurus satu derajat dan badan keagamaan,
badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau
orang pribadi vang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang

ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri

B L e L




21

Keuansan sepanjang  tidak  ada hubungan dengan usaha,
pekeriaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak
vang bersanghutan. dan

c. Keunwngan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau
sefurub hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan,
atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak vang telah dibebankan
sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak

6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan
pengembalian ulang
Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual di atas nifai
nominalnya sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligast dibeli di
bawah nilai neminalnya. Premium tersebut merupakan penghasilan
bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan
bagi yang membeli obligasi.

7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen
dari perusshazn asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa
hasil usaha koperasi.

Termasuk dalam pengertian dividen adalah:
a. Pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung,

dengan nama dan dalaim bentuk apapun
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b. Pembavarzn kembali karena tikuidasi yang melebthi jumlah
modal vany disetor

¢. Pemberian saham  bonus yang dilakukan tanpa penyetoran
termasuk saham bonus vang berasal dari kapitalisasi agio saham

d. Pembagian laba dalam bentuk saham

e. Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran

f. Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima
atau dipercleh pemegang saham karena pembelian kembali
saham-saham oleh perseroan vang bersangkutan

. Pembayaran kembali seluruhnya atau scbagian dari modal yang

8]

disetorkan, jika dalam tfabun-tahun yang lampau diperoleh
keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat
dari pangecilan modal dasar (startuter) yang dilakukan secara sah

h. Pembavaran sehubungan denga tanda-tanda laba, termasuk yang
diterima sebagai penebusan 1anda-tanda laba tersebut

i. Bagian laba sechubungan dengan pemilikan obligasi

j. Bagian laba vang diterima oleh pemegang polis

k. Pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota
koperasiPengeluaran  perusehaan untuk  keperluan  pribadi

pemegeng saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.
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§. Royalti atan imbalan atas penggunaan hak
Rovalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan
cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun
tidak. sebazai inbalan atas:

a. Pengaunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang
kesusastraan, kesenian. atau karya ilmiah, paten, desain. atau
model. rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang. atau
bentub, hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa
lainnya.

b. Pengaunaan atau hak menggunakan peralatan/ perlengkapan
industrial. komersial, atau ilmiah

¢. Pemberian pengetahuan atau  informasi di bidang ilmiah,
teknikal. industrial, atau kormersial

d. Pemberian baniuan tambahan atau pelengkap sehubungan
dengan peaggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut
pada huruf a, penggunaan atau hak menggunakan pada huruf b,
atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada huruf
¢, berupa:

1) Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau
rekaman suara atau keduanya, vang disalurkan kepada
masyarakat, melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi

yang serupa
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2) Pengounaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau
rekaman suwara atau keduanya. untuk siaran televisi atau radio
vany disfarkan/dipancarkan melelui satelit. kabel. serat optik.
ataw teknologl vang serupa
3) Penggunasn atau hak menggunakan sebagian atau seluruh

spektrum radio komunikasi

e. Penzgunaan alau hak menggunakan film gambar hidup (motion
picawre films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau

pita suara untuk siaran radio dan

f Peiepasan seluruhnya aiau  hak  yang berkenaan dengan
penzgunaan atan hak pemberian kekayaan intelektual/industrial

atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut diatas.

2.2.6 Penghasilan Tidak Termasuk Objek Pajak
Berdasarkan Pasal 4 avat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008,
terhadap penghasiian-penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan  (bukan
merupakan Objek Pajak). Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak
menusut ketenivan tersebut adalah:
{. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan
amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh

pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau
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sumbanzan keagamaan vang stfatnva wajib bagi pemeluk agama
vang diakui di Indonesia. vang diterima oleh tembaga keagamaan
vang dibeptuk atau disahkan oleh pemeriniah dan yang diterima oleh
penerima swibangan vang berhak. vang ketentuannya diatur dengan
atau berdasarkan Persturan Pemerintah
Harta hibaban vang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus sau derajat. badan keagamaan, badan pendidikan.
badan sosial termasuk yavasan, koperasi, atau orang pribadi yang
menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada
hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan
diantara pthak-pihak vang bersangkutan

. Warisan

. Harta termasul setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh sebagai pengganti
saham alau sebagai pengganti penyerlaan modal

. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa
yang diterima  atau  diperoleh  dalam  bentuk natura/dan  atau
kenikmatan Wajib I'a’ak atau Pemerintah, kecali yang diberikan oleh
bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final
atau Weajib Pajak veng menggunakan norma perhitungan khusus

(deemed profif) sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU PPh
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. Pembayaran  dart perusahaan  asuransi  kepada  orang  pribadi

sehubungan dengan asuransi kesehatan. asuransi kecelakaan. asuransi
jiwa, astransi dwiguna, dan asuransi beasiswa
Dividen atau bagian laba vang diterima atau diperoleh perseroan
terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi. Badan Usaha
Milik Megara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan
modal pada badan usaha vang didirikan dan bertempat kedudukan di
Indonesia dengan svarat:
a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan dan
b. Bagi persaroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan
Usaha Milik Daerah vang menerima dividen, kepemilikan sabam
pada badan vang memberikan dividen paling rendah 25% (dua

pulul lima persen) dari jurniah modal vang disetor.

. luran vang diterima ztau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya

telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi

kerja maupurn pegawal

. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun

sebagaimana dimaksud pada sngka 7 (tujuh), dalam bidang-bidang
tertentu vang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
Bagian feba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan

komanditer vyang modalnya tidak terbagi atas saham-saham,
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persckuiian. perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegany
unit penyertaan hontrak investasi kolektit

10. Penghasilan vang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura
berupa bagise labs dari badan pasangan usaha yang didirikan dan
menjalankan usaha alau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan
pasangan usuaha lersebut:

a. Merupakan perusahaan  mikrokecil. menengah, atau  vang
menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur
dengan  atau  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Menteri
Keugngan

b. Sabamnva tidak diperdagengkan di bursa efek di Indonesia.

I 1. Beasiswa vang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya
diatur lebih lanju: dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan

12. Sisa lebil yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba
vang bergerak dalam bidang pendidikan, dan/atau bidang penelitian
dan pengembangan, vang ielah terdaftar pada instansi yang
membidanginya, vang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan
prasaranz  kegiatan  pendidikan  dan/atau  penelitian  dan
pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun
sejak diperolehnva sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebin

lanjut dengar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
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13. Bantuan atav santunan vang dibavarkan oleh Badan Pennvelenggara
Jaminan Sosial Kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya
diatur Iebih fanjui dengan alaw berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangen.

2.2.7 Tarif Pajak
Tarif pajak merupakan presentase tertentu yang digunakan untuk
menghitung besamya Pajak Penghasifan (PPh). Tarif PPh yang berlaku di
Indonesia dikelompokkan menjadi dua vaitu tariff umum sesuai Pasal 17 UU
MNo.7 Tahun 1963 (sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir
adalah dalam UU No.36 Tahun 2008) dan tarif lainnya.
Sistem Penerapan Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 17 UU
PPh dibagi menjadi dua, yaitu Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan
Wajib Pajak delam negeri badan serta Bentuk Usaha Tetap. Taril Pajak
menurut Siti (201 1;14) dibagi menjadi tiga antara [ain:
1. Tarif Tetap
Tarif Tetap adalah tarif berupa jumlab atau angka yang tetap,
berapapun besurnya dasar pengenaan pajak.
Di Indonesia. tarif tetap diterapkan pada bea materai. Pembayaran
dengan menggunakan cek atau bilyet gire untuk berapa pun

jumlahnve dikenakan pajak sebesar Rp.6000,00. Bea materai juge
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dikenakan atzs dokumen-dokumen atau sural perjanpan tertente yang

ditetapkan dalmm peraturan tenzang bea materat.

. Tarif Proporsional (Sebanding)

Taril proporsional adalah tanf berupa presentase tertentu yang
sifatnya ietap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya.
Semakin besar dasar pengenaan pajak maka semakin besar pula
jumlah pajak vang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau
sebanding.

Di Indonesiz, tarif proporsional diterapkan pada PPN dengan tarif
10% (sepuluh persen), PPh Pasal 26 dengan tarif 20% (dua puluh
persen), PPh Pasal 23 dengan tarif 15% (lima belas persen) dan 2%
(dua pers:n) untuk jasa lain, PPh Wajib Pajak dalam negeri dan BUT
sebesar 25% (dua puluh {ima persen) vang berlaku sejak tahun 2010,

dan lain-lain.

. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif progresif adalah tarif berupa presetase tertentu yang semakin
meningket dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak,
dan kenaikan presentase tersebut adalah tetap.

a. Tarit PPh untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, yaitu:
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Tabel 2.1

Tubel Presentase Penghasilan Kena Pajak

Lapissn Penghasilan Kena Pajak

Tarif

| Pajak

Sampai dengzn R»350.000.000,00 (lima puluh juta |

rupigh}

5% (lima

persen}

Diatas Rpﬁfjbﬂlﬂlﬁl.@{m,()@(} (lima puluh juta

rupizh)sampai Jengan Rp250.000.000,00 (dua ratus

lima puluh juta rupich}

15% (lima

belas

persen)

Diatas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima pulub juta

rupizh) sampa: deagen Rp500.000.000,00 (hima

23% (dua

puluh fima

ratus juta rupiai} persen)

Diatas Rp500.000.006,00 (lima ratus juta rupiah) 30% (tiga
puluh
persen)

30

b. Tarif PPh untuk Wajib Pajak Badan Dalam negeri dan BUT
Terif pajak untuk PPh Badan sejak tahun 2010 adalah sebesar

25% (dua puluh lima persen).
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4. Sedangkan tarif PPh untuk Wajib Pajak badan dalam negeri yang
berbentux perseruan terbuka vang paling sedikit 40% (empat puluh
persen} dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan
di bursa efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya
dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah
daripada tarif untuk Wajib Pajak badan seperti ketentuan nomor 2
(dua).

5. Tarif penghasilan untuk penghasilan berupa dividen yang dibagikan
kepada Wajit: Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi

sebesar 1% (sepuluh persen} dan bersifat final.

2.2.8 Penghituengan Pajak Penghasilan
Penghitunzan Pajak Penghasilan menurut Siti (1011:118) yaitu
pajak penghasilan vang terutang yang dihitung dengan mengalikan tarif
tertentu dengar Penghasilan Kena Pajek (PKP). Penghasilan Kena Pajak
yang digunakan sebegai dasar menghitung PPh tersebut dihitung dengan cara
yang berbeda-beda tergantung pada jenis Wajib pajak.
Metode yang digunakan dibagi menjadi 2 (dua) antara lain:
. Metode NMorma Penghasilan Netto
Metode ini digunakan oleh Wajib pajak orang pribadi yang
melakukan kegiatan usaha aiau pekerjaan bebas yang peredaran

brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat
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miliar delapan satus juta rupial) boleh menghitung penghasilan netto
dengan merpgunakan Norma Penghitungan Penghasilan  Netto
dengan svarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam
jangka wakiu 3 (liga) bulen pertama dari tahun pajak yang
bersanghutar.

2. Metode Pembukuan

Metode Permbukuan menurut Pasal | angka 26 UU KUP yaitu:

“Pembukuan adalah suatu proses pencatatan vang dilakukan secara
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang
meliputi harta. kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta harga
perolehan den penyerahan barang atau jasa, yang ditutu dengan
meyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi
untuk periode Tahun Pajak tersebut™

2.3 Tinjauan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

UMEKM adalan singkatan dari Usaha Mikro,Kecil, dan Menengah. UMKM
diatur berdasarkan Ul NMomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah.

2.3.1 Pengertian UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro
scbagaimana diatur dalam undang-undang ini.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,

yang difakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan zrak perusahazn atau bukan cabang perusahaan yang
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dimiliki, dikuasai. atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari usaha menengah aiau usaha besar yang memenuhi
kriteria Usaha Keeil sebagsimana dimaksud dalam Undang-Undang
ini.

Usaha Menengah adalak ussha ekonomi produktif yang berdiri

o

sendiri, yang difakukan oleh orang perscorangan atau badan usaha
yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiiiki.
dikuasai. atas menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan
bersih miau hasil penjualan tahunan scbagaimana diatur dalam
Undang-{Indang ini.
Selain definisi menurut UU UMKM terscbut, Bank Indonesia juga
mendefinisikan UMM berdasarkan kriterian plafond besarnya kredit, yaitu:
1. Usaha Mikre dengan plafond kredit maksimal RpS0 juta
2. Usaha Kecil dengan plafond kredit Rp50 juta sampai dengan
Rp300juta dan
3. Usaha Meznengah dengan plafond kredit lebih dari Rp500juta
Sedangkan definisi UMKM merurut Badan Pusat Statistik (BPS) febih
ditekankan pada criteria jurmlali tenaga kerja, sebagai berikut:
1. Jenis usaha rumah tangga (mikro) adalah usaha yang mempunyal satu

sampai crmpat orang tenaga kerja

T
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Jenis usaiia hecil adalah usaha vang mempunvar 5-19 lenaga kerja

2

dan
3. Jenis usaba mencngah adalah usaha yang mempunyai 20-99 tenaga
kerja

Definisi UMKM versi Negara-Negara lain.Pada prinsipnya definisi dan
kriteria LIMKM di negara-negara asing didasarkan pada aspek-aspek sebagai
berikut: jumlah tenage kerja, pendapatan, dan jumlah aset.

[. World Bank, membagi UMKM ke dalam 3 (tiga) kriteria, yaitu:

& Medium Enterprise, dengan kriteria:
1} Jamlah karvawan maksimal 300 orang
2) Pendapaian setahunhingga sejumlah $15 juta
3) Jumlah aset hingga sejumlah $15 juta
b. Small Enterprise, dengan kriteria:
1} Jumlah karvawan kurang dari 30 orang
2} Pendapatan setahun tidak melebihi $3 juta
3) Jumiah aset tidak melebihi $3 juta
¢. Micro Enterprise, dengan Kriteria:
1) Jumiah karvawan kurang dari 10 orang
2) Pendapatan setahun tidak melebihi $100 ribu

3) Jumiah aset tidak melebihi $100 ribu
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2. Singapwe  neendellaisikan UMKM  sebagai usaha yang memiliki
minimal 30% pemegang sabam local serta aset produktf tetap (fixed

productive assery di bawah SG 515 juta.

[

talaysiz. menctapkan definisi UMKM sebagai usaha yang memiliki
jumlah kervawan vang bekerja penuh (full time worker) kurang dari

75 orang atau vang moda pemegang sahamnya Kurang dari M $2.5

juta. Definisi int dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Sz Industry (813, dengan kriteria jumlah karyawan 5-50 orang
atau rumizh modal saham sampai sejumlah M $500 ribu

b, Mediam Industry (M), dengan kriteria jumlah karyawan 50-75
orarg atav jumiah modal saham sampai sejumlah M $500 ribu-M
$2.5 juta

4. Jepang, membagi UMKM sebagai berikut:

a. Mining and manufacturing, dengan kriteria jumlah karyawan
maksimal 300 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah
Us$ 2.5 juta

b. Wholesale, dengan kriteria jumiah karyawan maksimal [0C
orang alzu jumiah modal sampai US$ 840 ribu

c. Retail, dengan kriteria jumlah jumlah karyawan maksimal 54
orang atau jumizh modal saham sampai US$ 820 ribu

d. Service, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 100 orang

atat: iumlah modal saham sampai US$ 420 ribu
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5. Korea Selaian.  mendefinisiban UMKM  sebagai  usaha  vang

jumlbahnva di bawah 300 orang dan jumlah asetnya kurang dari US$

60 juia

6. Furopean Commision. membagi UMKM ke dalam 3 jenis, yaitu:

E‘;}
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Medium-sized Enterprise. dengan kriteria:

1) Jumliah karvawan kurang dari 250 orang,

2) Pendapatan setahun tidak melebihi $50 juta
3) Jumlah aset tidak melebihi $50 juta
Small-sized Enterprise, dengan kriteria:

1) Jumdah karvawan kurang dari 50 orang

2) Pendapatan setahun tidak melebihi $10 juta
3y Iumlah aset tidak melebihi $13 juta
Micro-sized Enterprise, dengan kriteria:

Iy Tumlah karvawan kurang dari 10 orang

2) Pendapatan setahun tidak melebihi $2 juta

3) Jumlah aset tidak melebihi $2 juta
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2.3.2 Karakteristik UMKM
Usaha Mikro. Kecil. dan Menengah memiliki beberapa karakteristik
antara lain:

{. Kepemilikan olch perseorangan atau keluarga

bt

. Tingkat pendidikan. keahlian. dan keterampilan Sumber Daya
Manusia (SDM) tergoleng rendah

. Kalaupun memanfantkan teknologi dalam produknya, maka teknologi

(o

yang digunakan adalah teknologi rendah
4. Mangjemen pengelolaan masih sederhana

. Rendahn.ya akses terhadap lembaga kredit

LAy

6. Belum memiliki staus badan hukam

7. Terkonsentrasi pada kelompok usaha tertentu

2.3.3 Peran strategis UMKM
I. UMKM berkedudukan sebagai pemain utama dalam kegiatan

ekonomi di berbagai sektor

3

. Penyedia lapangan kerja vang terbesar

. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan

Led

pemberdayaan masyarakat
4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi
5. Sumbangannva dalam menjaga neraca permbayaran melalui kegiatan

ekspor
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6. UMKM cmumnva berbasis pada sumber dayva ehonomi lokal dan
tidak hergantung pada impor, serta hasiinya mampu diekspor

7. Karena keunikannya, maka pembangunan UMKM diyakint akan
memperkuat fondasi perekonomian nasional

8. Perekonomian Indonesia akan memiliki fundamental yang kuat jika
UMKM ielah menjadi pelaku utama yang produkiil dan berdaya
saing dalam perekonomian nasional. Untuk itu, pengembangan usaha
mikro, kecil, dan menengah perlu menjadi prioritas utama dalam

pembangunan ckonomi nasional jangka panjang.

2.3.4 Penerapan Puajalk UMKM

Para pelaku UMM masih menggunakan tariff umum sesuai Pasal
17 UU No.7 Tahun 1983 (sebagaimana telah diubah beberapa kalidan
yang terakhir adalah dalam UU No. 36 Tahun 2008) dapat dilihat
dalam tabel 2.1 Sistem Penerapan Pajak Penghasilan sesuai dengan
Pasal 17 1JUJ FPh dibagi menjadi dua, vaitu Wajib Pajak orang pribadi
dalam negeri dan Wajib Pajak dalam negeri badan serta Bentuk Usaha
Tetap. Nemun dengan adenya peraturan pemerintah yang baru
berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 yang mengatur tentang pengenaan
pajak bagi sekior UMKM. Peraturan ini diterapkan mulai t Juli 2013
dan menerapkan tarif pajak 1% dari omzet maka para pelaku UMKM

memiliki NPWF (Nomor Pokok Wajib Pajak). Dengan begitu, seluruh
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aktivitas chonom: UMKRM akan terpantau oleh Direklorat  Jenderal
Paak (DF) dur sejak tanggal 1 Juli 2013 tersebut setiap  UMKM
akan menyetor ke kas Negara sebesar 1% dari omzetnya tidak peduli

untung ataw rugi.

PP NO. 46 Tahun 2013 mengatur tentang pemajakan bagi UMKM antara

lain sebagai berikut:

-~

Lad

. Pengenaar pajak atas penghasilan yang diterima adalzh bersifat final

. Dikenakan terhadap Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak

badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap dan menerima penghasilan
dari usahz, tdak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan
pekerjaan bebas. dengan peredaran  bruto tidak melebihi Rp
4.300.000.000,0¢ (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu

tahun pajek

. Besarnya warif Pajak Penghasilen yang bersifat final adalah 1% (satu

persen)

. Dasar pengensan pajak vang digunakan unmtuk menghitung Pajak

Penghasilun yang bersifat final adalah jurnlah peredaran bruto setiap

bulan

. Wajib Pajak orang privadi yang tidak dikenai pajak 1% (satu persen)

adalah Wajib Pajak crang pribadi yang melakukan kegiatan usaha

perdagangan dan/jasa dalam usahanya, antara lain;
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Mensgunahan sarana prasarana vang dapat dibongkar pasang.
baik vang menetap maupun tidak menetap dan
umum vang tdak diperuntukkan bagi tempat usaha atau

berjualar:

6. Wajib Paiak badan vang tidak dikenai pajak 1% (satu persen) adalah

a.

Wajib Pujak badan vang belum beroperasi secara komersial

Wajin Pajak badan dalam jangka waktu | (satu) tahun setelah
beroperasi  secara  komersial memperoleh peredaran bruto
melebihi Rp 4.800.000.000,00 {(empat miliar delapan ratus juta

rupian}

Dalam pelaksanaannya PP NO. 46 Tahun 2013 ini belum berjalan

sesual denszan rencana karena kurangnya sosialisasi sehingga masih

banyak peiaku usaha vang membayar pajak sesuai dengan ketentuan

yang lama vaitu LI No. 36 Tahun 2008.
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2.4 Kerangka Berfikir

Kesadaran dalam  membavar pajak masih  sangat  dibutuhkan guna
men:ngkatkan penerimaan negara dalam scktor pajak. Dalam membayar pajak
penghasilan crang pribadi terdapat dua macam cara antara lain metode norma
penghasilan neito dzngan ractede pembukuan. Dalam sektor UMKM, pemilik
usaha masih banyak yang menggunakan metode norma penghasilan netto. Metode
tersebut masih banvek digunakan oleh pelaku UMKM karena hanya mecatat
pendapatan yang diperoleh dalam satu kurun waktu. Selain itu, metode norma
penghasilan netio juga tidak memerlukan perhitungan vang rumit. Wajib pajak
cukup membuat lfaporan hasil penerimaan atauv  pendapatan kemudian
mengalikannya dengan presentase sesuaiu sesuai dengan jenis usaha yang
dilakukan.

Sedangkan apabila Wajitr pajak memilih penghitungan dengan menggunakan
metode pembukuan, maka Wajib pajak harus membuat Japoran keuangan (laporan
laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan alas posisi keuangan) dan
melaicukan rekonsiliasi pajak untuk memisahkan pendapatan dan beban yang

diakui  maupun  yang  tidak  diakui  oleh  perusahaan dan  pajak.
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